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Perekat Komunitas Jawa Tengah

Mengatasi Wabah Korona Tanpa Korupsi

Oleh Dhoni Widianto

SAAT video conference antara
Mendegri, KetuaKPK, KetuaLK PR,
KetuaBPK P, danKetuaBPK dengen
parakepdadaerah s=lndonesiapada
tanggd 8April 2020, Hanmenyam-
paikan materi pendemi
Covid-19 yang tdah dilakukan dleh
PemeintahPusat danpemerintahdae
reh dengan berbagal kebijakan yang
telah dilakukan, ada beberapa per-
tanyaan yang dikhawatirkan oleh
kepda daerah, yakni ketekuten dari
pejabat daerah dalam pengadaan
barang/jesapadamaesadarurat pande-
mi Covid-19, yakni terkena kasus
korupsi. Kekhawatiran ini wajar
dirasakan oleh mereka, mengingat
harga barang-barang aat dan per-
lengkapan kesehatan seperti APD,
masker, dan rapid tes, mdambung
tinggi, bahkan bilatidek segeradibdi

Sditujuga da-da keshaantese
butakenhilangdari peredaran, sehing-
ga dibutuhkan kecepatan dalam
mdakukan proses pengadaen barang.
Kdau kita flashiback bebergpatahun
lalu, kasus penanganan wabah flu
burung yang berujung kesus korups
di Kementerian Kesehatan tahun
2006 ketika melakukan penunjukan
langsung pemenang tender proyek
pengadaan dat kesehatan dan per-
bekalan untuk wabah flu burung
dengan paguanggaran Rp 42,45 mili-
a tersebut, akhimyamenjera beberar
pa pejabat tingginya. Tentu kekha
wdiran ini akan membawa dampak
psikologis bagi pejabat daerah yang
sekarang masih menangani wabah
Covid-19. Jangan sampai adaungka:
pan “menangani bencana tetapi
akhirnyaterkena bencana korups”.
Pemerintah untuk mengatas kekha
watiran ini sudah mengeluarkan
berbagal regulad, baik Perppu No 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas
Sdem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease
(Covid-19), Ingruks Presiden RI No.
4 Tahun 2020 tentang Refocussing
Kegiatan, Redlokas Anggaran, serta
Pengadaan Barang dan Jasa Ddam
Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19), Keputusan Presiden RI No 7
Tahun 2020 tentang Gugus Tugas
Perogpatan Penanganan CoronaVirus
Diseese 2019 (Covid-19), dan perau-
ran menteri-menteri teknislainnya
Separti kitaketahui, pemerintah dee-

rahddam mengatad pendemi Covid-
19 diminta untuk melakukan per-
Ogpatan penanganan dan

Covid-19, yaitu meakukan refocus-
ing anggaran dan redokas anggaran
meaui optimaisas Bdanja Tidak
Terduga (BTT) yang diprioritaskan
pada 3 hd :1) penanganan kesshatan
dan hd-hd lain terkait kesshatan; 2)
penanganan dampek ekonomi teruta:
mamenjagaagar duniausshadaerah
masing-masing tetap hidup; dan 3)
penyediaen jaring pengameanan sosd
(IPS)/social safety net. Tentu ketiga
prioritas tersebut mempunyai risko
peryimpangan/fraud, dari pengedaen
barang/jasabaik dkes APD, rehatili-
tad ruang isoled, sembako, penydu-
ran JPS sampal bantuan modd jaring
pengaman ekonomi (JPE).

Ddamhd pengedaenbarang/jasa
pada masa darurat pendemi, Ketua
LK PP dengan Surat Edaran No.3
Tahun 2020 tentang Penjelasan aas
Pdaksanaan Pengadaen Barang/Jesa
Daam Rangka Penanganan Corona
VirusDiseese2019(Covid-19) mene-
gaskan bahwad ddam masadarural
Covid-19, pengguna anggaran me-
merintahkan kepadapejabat pembuet
komitmen (PPkom) untuk melak-
sanakan proses pengadaan barang/-
jasadengan meldui penyediaatau
swakelola Penekanan dalam surat
edaranini yang ditunggu-tunggu olen
pejabat daerah mengena kewgaran
herga yangberpotend menjera mere-
kadenganddik tindek pidanakorups.
Ddamsurat edarantersgout, penyedia
dimintamenyigpkan bukti kewgjaran

herga Pertanyaannya, begameanakita
membuktikan harga tersebut waar
aautidak?Bagamanadengan penye-
diayang nakd, curang yang sengga
mempermainkan harga sehingga
berindikasi markup? Belum lagi
mekanisme pembayaran yang bisa
sgadengan ddih “darurat” penyedia
butuh pembayaran lunas sebelum
barang diterima? Banyak sekdli risko
fraud/curangyang perludiwagpada di
tengahkondid darurat samacamini.
Untuk mengatad ketakutan dan
kekhawatiran para pdaksanaddam
menangani pengadaan barang/jasa,
termasuik risko penyimpanganddam
penyduran JPS dan JPE, sshenamya
pemerintah sudah mengantisipas
dengan bebergpa kebijakan terkait
penanganan Covid-19. Antaralain,
pengawaan akuntabilitas keuangan
oleh BPK P kepada pemerintah pusat
dan daerah, dengan membentuk tim
teknispengawdan. Di tingkat daerah,
Kepaa BPKP sudah mengduarkan
surat No. S-336/K /2020 tanggd 23
Maret 2020 kepada gubernur se-
Indonesia, dan tim teknisdi perwaki-
lan BPKP akan melakukan pen-
dempingankepedapemda (37)
Dhoni Widianto, mahasiswa
Program Doktor Administras Publik
Undip, peryuluhartikorups KPKRI.



